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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

1. Peraturan mengenai larangan pemberian kredit jual beli saham kepada 

perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek dalam Pasal 2 ayat 

(3) POJK 40/2017 tidak dapat mengesampingkan ketentuan mengenai kredit 

dalam UU Perbankan karena ditinjau dari hierarki perundang-undangan 

sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Undang-Undang karena berdasarkan Asas lex 

superior derogat legi inferior  UU Perbankan memiliki tingkat hierarki yang 

lebih tinggi daripada POJK 40/2017, sedangkan POJK merupakan peraturan 

pelaksana dari UU OJK sehingga menciptakan suatu hukum baru yang 

bertentangan dengan peraturan di atasnya.. Selain itu Pasal 2 ayat (3) POJK 

40/2017 tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan 

Asas Akuntabilitas yang terdapat dalam UU OJK. 

2. Larangan pemberian kredit kepada perorangan atau perusahaan yang bukan 

perusahaan efek untuk jual beli saham dalam Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 

jika ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian telah sesuai dengan prinsip 

perkreditan yang baik dalam dunia perbankan karena hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk pembatasan atau seleksi dari bank selaku pihak kreditur 

dalam menjaga kesehatan, stabilitas dan kredibilitas bank, mengingat 

kegiatan kredit mempunyai resiko yang tinggi, tetapi bank juga mengemban 

fungsi intermediasi di dalam masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.   
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5. 2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif mengenai larangan 

pemberian kredit jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang 

bukan perusahaan efek pada Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017, maka terdapat 

beberapa saran yang hendak disampaikan, yaitu: 

1. Saran akademik yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

adanya penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam secara sosiologis untuk 

meninjau praktik yang terjadi di masyarakat mengenai masalah hukum yang 

dibahas dikarenakan penelitian yang dilakukan saat ini terbatas 

menggunakan metode yuridis normatif.  

2. Saran kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu perlu adanya perubahan 

berupa penghapusan Pasal 2 ayat (3) POJK 40/2017 yaitu pada bagian bank 

dilarang memberikan kredit atau pembiayaan untuk jual beli saham kepada 

perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek, mengingat POJK 

hanya sebagai aturan pelaksana daripada UU OJK dan peraturan lain yang 

terkait. Sehingga jika hendak adanya larangan harus dicantumkan dalam UU 

OJK agar tidak menciptakan hukum baru yang bertentangan. 

3. Saran kepada pihak bank yaitu pihak bank dalam menyalurakan kredit harus 

memperhatikan prinsip perkreditan dan analisis kredit secara cermat 

terutama saat berhubungan dengan dunia pasar modal yang memiliki resiko 

cukup tinggi sehingga dapat mempertahankan kredibilitas dan stabilitas 

perbankan di mata masyarakat tanpa adanya diskriminasi pada pihak 

tertentu. 
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